PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon: 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 55 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,

Menimbang :a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Medan (Lembaran  Daerah Kota Medan
Tahun 2012 Nomor 11) merupakan sebagai
landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a perilu membentuk
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);




IILI

it

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355};

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir  dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);




10.
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5137);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomeor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Karo, Kecamatan Pematang Bandar,
Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat I Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomeor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (delapan Dbelas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat Il Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat [ Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;




29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara  Republik  Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 508);

31.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

32.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kota Medan Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2012 Tahun Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

terdiri atas:

a. Pendapatan:
1. Pendapatan Asli Daerah ............. Rp 1.758.787.835.331,00;
2. Dana Perim srersasanannnanaenes RP 1.544.972,206.223,00;
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah ... Rp 1.026.471.152.721,00;
Jumiah Pendapatan ................... Rp 4.330.231.194.275,00;




b. Belanja:
1. Belanja Tidak Langsung:
a) Belanja Pegawai tersssnsennenennanss RP 1.786.013.175.000,00;
b) Belanja Bunga .. axsnivrias | D 9.000.000.000,00;
¢) Belanja Hibah .. e D 69.514.920.450,00;
d) Belanja Bantum‘nSomal Sl 6.158.172.650,00;
¢) Belanja BanttmnK::uangan RS - 1.166.667.000,00;
f) Belanja Tidak Terduga ........... Rp 7.000.000.000,00;

Rp 1.878.852.935.100,00;
2. Belanja Langsung:

a) Belanja Pegawai .. ... Rp 450.833.253.622,00;
b) Belan]aBarangdanJasa ... Rp 993.384.200.297,00;
c) Belanja Modal ....................... Rp 1.201.667.115.256,00;
Rp 2.645.884.569.175,00;
Jumlah Belanja ....... Rp 4.524.737.504.275,00;
Surplus/(Defisit) ..... (Rp 194.506.310.000,00).
c. Pembiayaan:
1. Penerimaan ......c.cccccecveenvennnenenees. Rp 238.660.310.000,00;
2. Pengeluam:n s Rp 44.154,000.000,00;
Jumlah Pemh:ayaan Nettn ........... Rp  194.506.310.000,00;
Sisa lebih pemb:ajlaan anggaran
tahun berkenaan .. rias ... Rp NIHIL
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran [
Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.




Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA MEDAN,
ttd

RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

SYAFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2042 NOMOR 55



LampiranT Peraturan Walikota Medan
Nomor  : 55 Tahun 2012

4 Tanggal : 25 Desember 2012
PEMERINTAH KOTA MEDAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
URATAN JUMLAH
1 2 3

1 PENDAPATAM 4.330.231.194.275,00
1.3 PENDAPATAN ASLI DAERAH  L.758.787.835.331,00

11 Pendapatan Pajak Daeraty 1.1689,999.279.770,00

1.1 .2 Hasil Retribusl Daerah 326.623.000.000,00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 20.491,162,561,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah . 221.674.393.000,00 |

1.2 DANA PERIMBANGAN  1.544.972,206.223,00

1.2:.1 Bagh Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 200,450.902.223,00

| N S Dana Alokasi Umum 1.270.244.794.000,00
1.2.3 Dana Aloiasi Khusus e 14.276,510,000,00 |
=3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH =i 1(}2’64?119?21,!]]

1.3.3 Dana Bagl Hasil Pajak darl Provins! dan Pemerintah Deerah Lainnys 606.636,475.721,00

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Ctonom| Khusus 324,834.677.000,00

O o Bantuan Keuangan darl Provins! atau Pemerintah Daeraly Lalnnya 55.000,000,000,00

2 BELANIA 4,524,737.504.275,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG i L BT0.852.935. 100,00 |

r B I | Belanja Pegawai 1.786.013.175.000,00

2lic2 Belanja Bunga 9.000.000.000,0H0

2.1.4 Belanja Hibah 69.514.920.450,00

e e Belanja Bantuan Sosial 6.158.172.650,00

2.1.8 Belanjz Tidak Terduga 7.000.000.000,00
2.1.9 Belanja Bantuan Keuangan o 1.166.667.000,00 |
2.2 BELANJA LANGSUNG e 2:045.884.569.175,00

2.2.1 Belanija Pegawai 450.833.253,622,00

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 993.384.200.297,00

203 Belanja Modal 1.201.667.115.256,00
SURPLUS / (DEFISIT) (194.506.310.000,00)

3 PEMBIAYAAM DAERAH L

311 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 104.660.310.000,00

3.1.4 Penerimaan Pimjaman Daersh 134.000.000.000,00

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH = 44.154.000.000,00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasl) Pemeriniah Daerah 30.000,000.000,00

J.2v3 Pembayaran Pokok Utang 14.154.000,000,00

PEMBIAYAAN NETTO 194.506.310.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 3,00

Medan, 28 Desember 2012
WALTKOTA
ttd
RAHUDMAN HARAHAP
RINGEASAN PENJABARAN APEL Halaman |




